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BI,PATI ?AITA TIORAJA

PROVI SI AUUTWESI AELATAN

PERATI'RIN DA.ER.A.E IUAI'PATEN TAIYA TORA.'A

I{OUOR I TAEITX 2015

PERTIN(X}UTG'AWABIN PET,AESANIAN AN(X}ARIIT PENDAPATAI| DA'T
BEI.AII.'A DIERAE XIAI'PAIEI! TATA llORl.'A

TT.EI'T TI|GGARTX 2OT4

TEIVTAIIG

bahwa untuk delokaanal<an kenteutuan Pasal 32O ayat (1)

Unda.og-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, kepala daerah mengajukan Racangart Peraturan Daerah

tentartg Pertanggun8iawaban Petalsanaan APBD kepada Dewan

Perwakilan Ra-kyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuongan yafl8

telah diperiksa oleh Badart Pemcriksa Keuangan paling laebat 6

(erlaE) bula! 8et€Lah tahun anggaran berikutnya;

bahwa Pertanggun$awaban pclstsanaan APtsD scbageineaa

diesl<sud pada huruf a, perlu ditctapka! dengan Peraturan

Dacrah tentang Pcrtalggungiawaban Pelsl6anaan APBD

Kabupatcn Ta.tra Toraja T6hun AnggaraD 20 14;

Uadattg-Undang Nodor 29 Tahuo 1959 tentartg PeBbentukan

Dacrah-daerah Tingkat Il di SulawBi (LEbatal! Ncgara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TarEbahan l,emba-ran Negaia

Rcpublik lndonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Taiun 1999 tentang Penyelenggaiaan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lamba.ran Negara Republik Ir:donesia Tahun 1999 Nomor 75,

TarDbahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang NoEor 17 Tahun 2003 tentang Keuaigar Negara

(Lmba.ran Negsia Republik Indonesia Tahun 2Oo3 Nomor 47,

Taobaharr l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentarg Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaal dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lrmba.ran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Irmba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaar Pembangundr Nasional (tcmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(l,embaran Negara Repubtik Indonesia Talun 2004 Nomor 126,

Ta]rnbahan Lembaran NegEra Republik Indonesia Nomor 4438;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

20O9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra

Nomor 5049);

9. Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2Ol1 telrtarlg Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tarnbaia! kmbaian Negara

Republik Irdonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme.intahan

Daerai (l,embarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambal\an Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telai diubah beberapa ka-li, terakhir dengan Undang-

Undarg Nomor I Tahun 2Ot5 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomo! 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemedntahan

Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keualgan pimpinal dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralqrat Daerah (I,eEbaran Negar.a Republik Indonesia
Talun 2OO4 Nomor 90, Tambahan IJmbaran Negara Republik
Indoneaia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 21 Talun 2OO7

tentang Pembahan Ketiga Atas peraturan pemerintah Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan protokoler dai Keuargan
Pimpinaa dan Anggota Dewan perwakilan Rat<yat Daerai
(l,embaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47,
Tambaia, l,embaiar Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nooor 23 Tahun 2OO5 tentang pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negata
Republik Indonesia Nomor 4SO2);
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13. Peratura! Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (l,embatar Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45741)

14. Peratula! Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dara

Perimbanga! (I-embaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaJa Republik Indonesia

Nomor 4575);

15. Peratura.n Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembara,r Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor I38, Tamba}an Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Xeuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4578);

18. Peratura! Pemerintah Nomor 65 Talun 20os tentang PedomaJr

PenJ,usunan dan Penerapan Standai Pelayanan Minimal

(Lmbaran Nega.ra Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 150,

Tambaia.n l,embaian Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomar

Pembinaai dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemedntahar

Daerah (l,embaral Negara Republik Indonesia Taiun 2006 Nomor

165, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor

4s93);

20. Peraturajr Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan da! Kinerja Instansi Pemerintalrar:r Daerah (Lgmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembar:art Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 tentang Statdar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l,embararl Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

22. PerallJrar, Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Petatulan

Menteri Da]am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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Perlgelolaar Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O1l Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Da-lan Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentalg

Pembentukan Produk Hukum Daeratr (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Taiun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuajrga! Daerah (l,embaran

Daerah Kabupaten Talta Torqja Tahun 2008 Nomo! 2)

sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tana Tolaja Nomcr 5 Tahun 2015 tentang Perubahalr Atas

Peraturan Daerah No@or 2 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Tara

Toraja Tahun 201.5 Nomor 5);

25. Peratura! Daelah Kabupaten Tara Toraja Nomor 1 Tahun 2014

tentang Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaian 2014 (t€mbaran Daerah Kabupaten Tana Tolaja Tahun

2014 Nomor l);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perubahan Anggaran Pendapatai dan Belanja Daeiah

Tahun Anggaran 2014 (kmbaran Daerah Kabupaten Ta.na Toraja

Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAII TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHI'N ANCGARAN 2014.

Pasal I

(1) Pertanggungjawaban Pela-ksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat :

a. Laporan Realisasi Angga-ran;

b. Neraca;

c. laporan Arus Kas; dar
d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarnpiri

dengan laporan kinerja dalr ikhtisar keualgarr badan usaia milik

daerah / peru sahaaa daerah.

Dengau Percetujualr Bcrsalra

DEWAN PERWAXILAN RAIIYAT DATRAH TABI'PATEN TANA TORAJA

Dai
BI'PATI TANA TORAJA

Menetapkan



s,

Pasal 2

Laporal realisasi anggaian sebagaimana dimaksu

lrihurtrf a tahun arr Egarar-20L4 sebagai berikut :

'a. 
Pendapata! RP757 374 394 190'70

b. 8e1arrja..... " Rp734 425 841 661 53

d dalam Pasal 1 ayat

Rp22.94a .552.529 ,17
Surplus.... ...........

Pembiayaan

. Penerimaai...

. Pengelua.ran..

Pembiayaan Netto Rp68.422.065.534,44

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih arggara.n dengan realisasi PendaPatan sejumtah

Rp4.677.\77.709,48 dengaa rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah

perubahan............ Rp 762 051 571900'18

b. Realisasi... Rp 757 .37 4.394. I90.70

Selisih I,ebih. ...... ...... . Rp 4 677 \77 '7O9 '44

2. Selisih anggarEm dengan realisasi belaaja sejumlah

Rp96.O1g.04A.274,65 dengan riocian sebagai berikut :

a. Anggara-n belanja setelah

perubahal.... ...... Rp 830 444 889 936'18

b. Realisasi.......... Rp 734 425 841 661 53

Selisih kbih................ Rp 96 019 048 274,65

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defrsit) sejumlah

(Rp45.444.765. 506,83) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplu s / (defisit) setelah

perubahan............ (Rp68.393.318 036,00)

b. Realisasi.......... Rp22.948.552 529.17

Selisih(Kurang).......... (Rp45.444.765.506,83)

4. Selisih anggaran denga! realisasi penerimaal pembiayaai

sejumlah Rp 0,BB dengan rincian sebagai berikut :

a- Anggaran Penerimaan pembiayaal

setelah peruba}Ian.... Rp72. 108 261.305,00

b. Realisasi.......... RD72. 108.261 305.88

Se1isih........................... Rp 0,88

5. Selisih anggara.n denga! realisasi pengeluaian pembiayaan

sejumlah Rp28.747.497,56 dengan rincia! sebagai berikut :

Rp 72. 108.261.305,88

Rp 3.686.195.771.44
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a. Anggaran Pengeluaral pembiayaan

setelah perubaha!....

b. Realisasr.

Rp 3.714.943.269,00

Selisih hbih.......... ....... Rp 28.747.497 '56
Selisih anggaran dengal realisasi pembiayaan netto sejumlah

lRp2a747 .a9a,44) dengan rincian sebagai berikut :

a. AflggaJan Pengeluaian pembiayaan

setelah perubahan.... Rp68.393.318 036,00

b. Realisasi Rp68.42 2.065.534.44

Selisih (Kurang) {Rp 2a.747.494,44)

Rp 3.686. t95.771.44

1 ayat (1) huruf b Per

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal

3l Desember 2014 sebagai berikut:

a. Jumla}l Aset........... ...... .......
b. Jumlah Kewajiban................. .. ...

c. Jumlai Ekuitas Dana. . .. ... ..... .. ..

Rp1.682.898.824.940, I0

Rp 20.rca.416.201,97

Rp1.662.730.408.738, t3

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) huruf c

untuk tahun yarg beral<tlir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai

berikut:

a. Saldo awal kas di BUD per I Januari

2014......................

b. Aius kas daJi alrtivitas oPerasi,...... ..

c. Aius kas dari aktivitas aset non

keuangan.............

d. Arus kas dari aktivitas

pembiayaar...........

e. Arus kas dari al<tivitas non

am99ar4n...............

(Rp 188.3 1 1.860.747,00)

(Rp 2.292.662.7 19,44)

i Sa-ldo akhir kas di BUD

Rp 0,00

Rp 89.700.512.549,61

g. Sa.ldo akhir kas di Bendaha.ra

Pengeluaran.....,....

h. Saldo aktrir kas di Bendaha.ra

Penerimaan...........

i. Saldo akhir kas di Bendahara JKN

(Dana Kapitasi)......

j. Saldo akhir kas per 31 Desember 20l4

Rp 559.1to.272,Oo

Rp 107.769.915,00

Rp

Rp

70.343.380.650.88

209.961.655.365,17

Rp 1.328.037.065,O0

Rp 91.69s.429.801,61
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Pasal 6

catatan atas laporan keuangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I

ayat (l) huruf d tahun anggaian 2014 memuat informasi baik

kuantitatjf maupu! kualitatif atas pos-Pos laporan keuangan'

Pasal 7

Pertanggungjawaba! pelaksanaaa APBD sebagimala dimaksud pada

Pasal I tercantum da.la,n Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri daii:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Angga-ralt

Lampiran I.l. : Ringkasart laporan lealisasi anggarai

menurut unrsai pemerintahan daerah dan

orgarisasi;

Lampiran I.2. : Rincian laporan rea.lisasi anggaran menunrt

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, belanja dan PembiaYaan;

Lampiran I.3. : Rekapitulasi realisasi belanja daerah

menurut unrsarn pemenntaian daerah,

orgahisasi, plograrn, belanja dan kegiatan;

Lampiran I.4. : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk

keselarasan darr keterpaduan urus.ul

pemerintahan daerah dar fungsi da.lam

kerangka pengelolaal keualgal daera}l;

L€mpiran 1.5. : Daftar piutang daerah;

LaEpiran 1.6. : Daftar pcyertaan modal (lovestasi) daerah;

LaEpiran 1.7. : Da.fta! rcalisasi penambaha.n dan

pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran 1.8. : Daftar realisasi penambahar dar
pengurangan aset lainnya;

Lampiran 1.9. : Daftar kegiatan-kegiata! yarrg belum

diselesaikan sampai aihir talun dan

diangga_rkan kembali dalam tahun arggaran

berikutnya;

Lsmpiran 1.10. : Daftar dana cadangaa daerah;daa

lampiran 1 l1. : Daftai pinjarran daerah dan obligasi daerah;

b. laopirarr II : Neraca;

c, I,ampiram III : Iapolan Arus Kas;

d. I"aEpira! ry : Catatan AtaE I,aporan Keuangan;

pasal 8

Lampiran Laporan Keuarrgan sebagaimana dimaksud dalam pasal I
ayat (2) terdiri da-ri :
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a. Laporan kinerja tercantum dalam tampiral V peraturan daerah

ini:

b. Ikhtisar laporan keualgan badan usaha milik daerai/perusahaan

daerah tercantum datam t arnpiran vl peraturan daerah in1;

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaart APBD sebagai rincial lebih lanjut

dari pertanggungjawaba,n pelaksanaan APBD;

Pasal l0
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Malale

, Pada tanggal 3 tblcrrtcr 2lr)
[g[ nj. ruearr rawe roRA.rAf(

Drs JUrRI Rrq.HMAN, M.Si

Diundangkan
pada tanggal
SEXRET

akale
rjolq'1b.r 21rD

KABUPATE TANA TOR3"'A,

BAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 20 15 NOMOR .. C5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI

SELATAN : NOMOR 8 TAHUN 20l5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara.rt Daerah

Kabupaten Tana Toraja.


